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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul, “Efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar  
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar Perspektif Siyasah 
Dusturiyah (Studi Kasus di Kota Blitar)” ini oleh Alfina Atsna Almuna, 
NIM. 12103193160, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam 
Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibimbing oleh Amrin 
Nurfieni, S.ST., M.H. 
 

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Walikota, Siyasah Dusturiyah. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan 
oleh Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area trotoar Kota Blitar. Penelitian ini 
menggunakan teori kepatuhan hukum dan kesadaran hukum. Teori kepatuhan 
hukum dikemukakan oleh H.C. Kelmen memuat tiga indikator, yaitu 
Kepatuhan/Compliance, Identifikasi/Identification, dan 
Internalisasi/Internalization, yang semua itu diaplikasikan pada Pedagang Kaki 
Lima di Kota Blitar. 
 
 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sikap 
Masyarakat terhadap trotoar yang tersedia di Kota Blitar? 2) Bagaimana efektivitas 
Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban 
Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar? 3) 
Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam upaya penegakan hukum untuk 
menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Blitar?. Tujuan dilakukannya penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui 
penggunaan trotoar di Kota Blitar, 2) Untuk mengetahui efektivitas Pasal 7 Ayat (2) 
Peraturan Walikota Blitar tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar, 3) Untuk mengetahui perspektif siyasah 
dusturiyah dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan 
trotoar sebagai lahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Blitar. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian hukum empiris, mengunakan teknik simple random 
sampling dengan berlandaskan rumus Slovin yang mengambil 89 responden. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala linkert, kemudian 
dianalisis dengan menggunakan uji validitas reabilitas dan teknik analisis statistik 
deskriptif. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kota Blitar 
memberikan keringanan atau memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
berdagang, namun harus memenuhi berbagai syarat. Tetapi pada kenyataannya, 
walaupun Pemerintah Kota Blitar melalui Disperindag dan Satpol PP telah 
semaksimal mungkin melakukan penataan, pembinaan, dan penertiban kepada 
Pedagang Kaki Lima (PKL), pihak tersebut masih tetap menemukan pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pedagang Kaki Lima (PKL); 2) Dari hasil 
penelitian Efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan 
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Kaki di Kota Blitar memperoleh hasil yang sangat efektif diterapkan berdasarkan 
hasil kuesioner yang diambil dari responden; 3) Upaya penegakan hukum yang 
dilakukan oleh Disperindag telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan 
fiqih siyasah, khususnya bidang fiqih siyasah dusturiyah. 
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ABSTRACT 
 

Thesis with the title, "Effectiveness of Article 7 Paragraph (2) of Blitar Mayor  
Regulation Number 1 of 2017 concerning Public Order and Public Peace of 
Pedestrians in Blitar City Perspective of Siyasah Dusturiyah (Case Study in 
Blitar City)” by Alfina Atsna Almuna, NIM.  12103193160, Study Program 
of Constitutional Law (HTN), State Islamic University Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung supervised by Amrin Nurfieni, S.ST., M.H. 

 
Keywords: Effectiveness, Mayor Regulation, Siyasah Dusturiyah. 
 
 The background of this research is the existence of violations committed 
by street vendors who sell on the sidewalk area of Blitar City.  This study uses the 
theory of legal compliance and legal awareness.  The theory of legal compliance 
put forward by H.C.  Kelmen contains three indicators, namely Compliance, 
Identification, and Internalization, all of which are applied to street vendors in Blitar 
City. 
 
 The formulation of the problems of this research are: 1) What is the 
community’s attitude towards the sidewalks available in the city of Blitar?  2) How 
effective is Article 7 Paragraph (2) of Blitar Mayor Regulation Number 1 of 2017 
concerning Public Order and Public Peace of Pedestrians in Blitar City?  3) What 
is the perspective of siyasa dusturiyah in law enforcement efforts to tackle the 
misuse of sidewalks as street vendors' (PKL) land in Blitar City?  The aims of the 
research were: 1) To find out the use of sidewalks in Blitar City, 2) To find out the 
effectiveness of Article 7 Paragraph (2) of the Blitar Mayor Regulation concerning 
Public Order and Public Peace towards Pedestrians in Blitar City, 3) To find out the 
siyasah dusturiyah perspective in law enforcement efforts to tackle the misuse of 
sidewalks as land for street vendors (PKL) in Blitar City. 
 
 The method used in this research is quantitative research with the type of 
empirical legal research, using a simple random sampling technique based on the 
Slovin formula taking 89 respondents.  The research instrument used a 
questionnaire with a Likert scale, then analyzed using a reliability validity test and 
descriptive statistical analysis techniques. 
 
 The results of the study show that: 1) The Blitar City Government 
provides relief or allows street vendors (PKL) to trade, but must meet various 
conditions.  But in reality, even though the Blitar City Government through the 
Disperindag and Satpol PP have done their best to organize, guide, and control 
street vendors (PKL), they still find violations committed by street vendors (PKL);  
2) From the results of the study of the Effectiveness of Article 7 Paragraph (2) of 
Blitar Mayor Regulation Number 1 of 2017 concerning Public Order and Public 
Peace for Pedestrians in Blitar City, very effective results were obtained based on 
the results of questionnaires taken from respondents;  3) Law enforcement efforts 
carried out by the Department of Industry and Trade have been well implemented 
in accordance with the provisions of fiqh siyasah, especially in the field of fiqh 
siyasah dusturiyah. 
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